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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian dana bantuan sosial tidak
berdasarkan bentuk-bentuk organisasi_sosid “sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Kubu Raya.8dain itu, proposaegrganisas masyakat yang disetujui
menerima dana bantuan sosral ‘tidak sesuai dengan prosedurs “dan pendistrubusian dana yang
dilaksanakan oleh SKPD Kesbangpolinmas Kabupaten Kubu Rhya. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemberian bantuan “dana sosid oleh SKPD
KeSbangpollnmés di Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian.dalam penelitian ini adalah jenis
penelnmgdeskn ptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sstemamk dan akurat
mengenal faktor-faktor 'yang ada hubungannya dengan implentasi Kebijakan. Hasi! penelitian
dltemukan bahwa prosedur dan pendistrubusian dana bantuan sosial bagi organisas masyarakat
non vertikal di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan

//pemerintah“daerah melalui kantor Kesbangpolinmas untuk mendistribusikan dana bantuan
" sosial langsung melalui rekening bank organisasi masyarakat yang proposal nyasudah disetujui
| sehi ngga.tidak ada kendala pengambilan dananya apabila semua persyaratan sudah dipenuhi
j oleh organisasi yang besangkutan. Proses ‘akhir dari penerimaan dana bantuan sosial apabila
organlsas masyarakat yang sudah menefima menyampaikan laporan pertanggungjawaban

, secara tertulis kepada kantor Kesbangpolinm Qdengan bukti-bukti fisik penggunaan dananya
..dan petugas K eshangpolinmas sudah melakukan peninjauan ke lapangan. Menyikapi-fenomena

ang ada saran yang direkomendasikan' henie pada saat pendistribusian dana bantuian
sosiad untuk organisas masyarakatI gpalinmas telah memberikan petunjuk 'dan
pengarahan mengenai proses penyel inistras yang berkenaan dengan Iaporan

pertanggungjawaban dan bukti fisik lainnyals dan batas waktu penyelesaian administrasis Jika
tidak dipatuhi akan diberikan sanksi tidak ﬁ)leh mengajukan proposal dana bantuan sosia
selama satu tahun anggaran. Untuk menguatkan komitmen bersama ini perlu d|buat surat
pernyataan oleh masing-masing organisas masyarakat. Pola seperti ini bertuj uan untuk
mendlslpllnkan organisasi masyarakat  dalam_hal “administras sehingga dalam spengajuan
proposal” mereka sudah siap mengikuti aturan main yang ditetapkan Kesbangpollnmas

i

Kata kunC| 4 Kpbl jakan, Bantuan Sosial, Organisasi Masyarakat.

‘-. -

. ABSTRACT ™

The problem in this study is that social grants are not based on forms of social
organization as determined by the local government Kubu Raya district . In addition , the
proposal approved organization communities receive social grants are not in accordance with
the procedures and pendistrubusian funds held by SKPDs Keshangpolinmas Kubu Raya
district . This study aims to describe the process of policy implementation by the administration
of social grants on education Kesbangpolinmas in Kubu Raya district . This type of research in
this research is descriptive research that aims to obtain a systematic and accurate picture of
the factors that has to do with implentasi policy . The research found that the procedures and
pendistrubusian social grants for community organizations in the non- vertical Kubu Raya
district regulations and policies issued by the local government office Kesbangpolinmas to
distribute social grants directly through the bank accounts of community organizations whose
proposals have been approved so there is no constraint retrieval funds if all requirements are
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met by the organization besangkutan . The end of the admission process of social grants when
the community organizations that have received submit an accountability report in writing to
the office Kesbangpolinmas with physical evidence and the use of funds already
Keshangpolinmas officers conduct a review into the field . Responding to the suggestion that
there is a phenomenon that should be recommended during the distribution of social grants to
community organizations Keshangpolinmas has provided guidance and direction regarding the
completion of the administrative process relating to the accountability and other physical
evidence and the deadline for completion of the administration . If not complied will be given
no sanction can apply for a social grant budget year . To strengthen this shared commitment
needs to be made a statement by each society . This pattern aims to discipline the society in
terms of administration in proposals so they are ready to follow the rules set Kesbangpolinmas

Keywords : Policy , Social Assistance , Gommunity.Organization .
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Semua Satuan Kefja, Perangkat Daersh
(SKPD) di Kabupaten Kubu Raya memberikan

PENDAHULUAN,#"
Dalam upéya percepatan  pembangunan
i

nasional ,+dengan mengacu Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang
Eedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

bantuan .‘dana untuk kegiatan-kégiatan di
lingkungan SKPD-nya. Bantuan dana tersgtbut
tidak diberikan kepada Lembaga Swadaya

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan==Masyarakat (L SM) atau organisas masyarakart
Belanja Daerah, pemerintah Kabupaten Kubugss(ormas) non vertikal. Sedangkan untl,lk

R'@ya mengeluarkan  kebijakan  untu

1nenyal urkan dana bantuan sosia kepada

mémberikan bantuan sosial kepada orgapiqasil or anisasi masyarakat non vertikal td'ah

maé/arakat untuk mengembangkan

kapasitasnya dalam berwiraswasta. Kebifaqan

dittjuk SKPD Kesatuan Bangsa, Politik/dan
Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas).

pemeriptah kabupaten Kubu Raya tersebutij Kesbangpolinmas  Kabupaten Kubu.-' Raya

di kukuﬁkgn dengan Peraturan Bupati Kubu
Raya Non‘i'o‘r 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penganggara.\m
Penatausahaan, %, Pertanggungjawaban

Pel aksanaan dan
dan
Pelaporan Serta 'Monimdng dan Evaluas
Hibah den Bantuan Sosd.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati
tersebut peluang untuk mendapatkan dana
bantuan sosial terbuka luas bagi organisas
masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan
kepada organisasi masyarakat non vertikal ini
tentunya melalui prosedur yang jelas sehingga
organisass masyarakat yang mengajukan
bantuan tersebut tidak bersifat fiktif.
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dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah
Kabupaten' Kubu Raya Nomor 1 'rl'-é;hun 2008
tanggal 24 Januari 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata}.{?.erja Perangkat
Daerah Kabupaten, Kubtr ana, merupakan
unsuryang melaksanakan perumusan  dan
kebijakan
koordinas pelaksanaan kesatuan bangsa,

penetapan teknis, fadilitas,
politik dan perlindungan masyarakat.
Keshangpolinmas Kabupaten Kubu Raya
diberikan tugas, tanggungjawab dan peranan
untuk merumuskan kebijakan teknis, fasilitas,
koordinas pelaksanaan kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat serta
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pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 123 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 12 Tahun 2009. Penambahan kata
"pengawasan” merupakan penegasan terhadap
semangat reformasi yang  menginginkan
dilakukannya pembaharuan dan peningkatan
efektivitas dalam  melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan negara dalam

fungsi

pembangunan perlindungan dan pelayanan

s

masyarakat guna mendukung kebut.qhan “Serta
kepentingan rakyat. Rakyqt.-téiéh memberi
amanah agar pemeri r_1_tah’n#1:emberikan perhatian
yang sungguh-,surfg;;;uh dalam menanggulangi
korupsi, kol l:is-if, dan nepotisme (KKN).
I?erdasarkan uraian pada latar helakang
madalah di atas, " untuk lebih memfokuskan
ihamlah penelitian maka rumusan masalah di
pada Proses

r}Jmuskan Bagaimana

|mplementas kebijakan pemberian dan«'ix

baptuan sosia oleh SKPD Kesbangpollnmas
di Kabupaten Kubu Raya. Dan aspek
akaF\‘ dikaji lebih mendalam diantaranya'
1 Ingln mengetahui  bentuk-bentuk organlsas “
maSy;arakam yang dapat diberikan bantuan
dana'éo‘sial di Kabupaten Kubu Raya:
2. Ingin "-,Lmengetahui prosedur dan
pendistribl-isi\an dana bantuan sosial bagi
organisasi nﬁasygrgkat non vertikal di
K abupaten K ubu Rayz-;L- T ——

KAJIAN TEORI
Menurut Anderson dalam Idlamy (2000 :
17) kebijaksansan  adalah:

“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

mengatakan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu”.
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Raksasataya dalam Islamy (2000 : 17)
mengemukakan “Kebijaksanaan sebagai suatu
taktik dan strategi yang diarahkan untuk
mencapai suatu tujuan. Dengan demikian
kebijaksanaan dapat diartikan sebagai suatu
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku
yang dapat berupa program, keputusan,
ketentuan-ketentuan,

u_n'dangar_l yang mempunyai tujuan dan untuk
memecahkanmasdah melalui

\-\.

strategi.

peraturan  perundang-
pengarahan

Selanjutnya ciri-ciri keb”hakan pemerintah,
sebagaimana yang dlkemukakan oleh Ermaya
(1993 :192) sebagai berikut : .

1. Adanya hubungan . dengan tuT'uan

organisasi;
== 2. Dikomunikas kepada semua pihak;
Menggunakan bahasa  tertuis

dJn
sederhang;
1 4, Adanya batas dan ukuran bag| ti ndakan

dikemudian hari; f
i.
F-

Memungkinkan perubahan meskilbun
Dari pemahaman tersebut, implikas dan

w

relatif tetap dan stabil;

Mudah dilaksanakan oleh mereka.B/ang
bertanggung jawab dalam
pel akasnaannya. !

ciri-ciri  kebijakan-negara dapat _disimpulkan
bahwa, kebijakan«negara tidak/'cukup hanya

ditetapkan dan dinyatakan  tetapi
diwujudkan_dalamtifdakan konkrit dengan

harus

maksud dan tujuan untuk kepentingan
masyarakat, berhubungan dengan tujuan
organisasi, dirumuskan dengan bahasa

sederhana, fleksibel dan adaptif terhadap
perubahan sehingga mudah dikomunikasikan.
Menurut Nugroho (2012:173) pembagian
pertama kebijakan publik dijabarkan dalam
makna kebijakan publik pertama yaitu hal-hal
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yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan
dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk
tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kedua pilihan
ini adalah kebijakan publik yang diputuskan
pemerintah.

Bertolak dari pendapat tersebut dapat
dipahami bahwa kebijakan publik selain
dilakukan oleh pemerintah dapat pula
dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal-hal

tertentu  pemerintah  daerah mqnhafkgn

kesempatan kepada masyarakat dntuk membuat
suatu kebijakan. Dquan*&éni kian tidak semua
kebijakan publik "d'ii<e|uarkan oleh pemerintah
daerah. A

METODE

maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini
adalah:
1. Kas Kesbang Kantor Bupati Kubu Raya

2. Kasubbag Tata Usaha Kantor
K eshangpolinmas Kubu Raya
3. Kasubbag Keuangan Kantor

K ebangpolinmas Kubu Raya
4. Organisasi Masyarakat non vertikal
objek dalam

.p_ehel-itia_r] ini dana bantuan sosiad yang

Adapun yang menjadi

dialokasikan “pemerintah daerah kabupaten
Kubu Raya Propi ns Kali mantan Barat.

Metode pengolahan déth~.ygng digunakan
dalam penelitian”ini- adalah m‘étbd_e andlisis
kualitatif dengan analiss yang a$kriptif.

/Jenis penelitian dalam pendlitian ini adalah  Adapun langkah-langkah andlisis data daam
memperoleh gambaran secara sistematik dan—data ‘dan  dilanjutken  dengan. membu

akurat mengenai faktor-faktor yang adii rangkaian analisisnya Selanjutnya rangkurr}z!ln

]
hubungannya dengan implentasi kebijakan

data, disesuaikan dengan metoder andisis,

' I*8 B - o I
Penglitian deskriptif bertujuan menggamba anl'-ld' a hal ini adalah analisis yang deskriptif.

secara sistematik, akurat fakta dan karakteristik

“ Ddam penafsiran data dilakuken sécara
k]

mengenai populasi atau bidang tertentu serta:J komparatif  berdasarkan  teori-teori & yang

beru&aﬁat menggambarkan situasi atau kejadian
yang nyata
Dalam
menggunakan-rteknik purposive yang subjeknya
tidak dapat diter{tukan‘tgrlebih dahulu. Sesuai
dengan pendapat yang dikemuKakar Moleong

penelitian  ini,  penulis

(1991:43) yang menyatakan bahwa penelitian
kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel
bertujuan (purposive). Teknik Purposive yang
dimaksud dalam penelitian ini  pemilihan
sekelompok subjek berdasarkan cirri-ciri atau
sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai
relevensi dengan pokok permasalahan dalam

penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut

Abdul Kadir

mendukung dan pada akhirnya,'I ditarik

kesimpulan. /

#

PROSESIMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL

OLEH SKPD KESBANGPOLINMAS DI

KABUPATEN IEQBU—RAYA

1.-Organisas Sosial Masyarakat penerima
Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten
Kubu Raya

Pada dasarnya dana bantuan sosial dapat
diberikan kepada organisasi masyarakat yang
membutuhkan dengan mengajukan proposal
kepada pemerintah daerah. Realitasnya tidaklah
demikian, karena pemberian dana bantuan
tersebut berdasarkan

sosial ditentukan

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura
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peraturan-peraturan dan kebijakan Bupati yang
berkenaan dengan bentuk-bentuk organisasi
masyarakat yang dapat memperoleh dana
bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas
K eshangpolinmas Kabupaten Kubu Raya dapat
diketahui bahwa :

“...Kesbangpolinmas
organisas  masyarakat

menetapkan
yang  dapat

diberikan bantuan sosia yaitu terdaftar diew.,.

Kesbangpolinmas  minimal 3, tahun.
Mempunyai  pengurus y_qng-"jelas dan
alamat kantor serta berbadan hokum.... “
Untuk meryuatﬂékan apakah organisasi
masyarakat gtérsebut layak * diberikan dana
bantuap*sosial tidak cukup hanya dengan
pengajuan proposd karena proposa . dapat

direkayasa untuk meyakinkan pihak pemberi

dana bantuen sosid. Oleh sebab itu tidak Y9
R_._organiga.si masyarakat tetapi tidak memenLri

t;erlebihan apabila ada kebijakan - untu
menetapkan organisasi masyarakat harug
memmkl badan hukum, sudah terdaf
Keﬁbangpollnmas minimal 3 tahun dan stqﬂ](
kepenguru&annya serta alamat kantor yang:
jelas. *-_

Kekfljhakan yang

KeSbangpdh'_nmas sangat ‘efektif, terutama yang

dijalankan

berkaitan deﬁg:an orgasnisasi-masyarakat yang
sudeh mendaftarkan diri 3 tahun sebelum
mengajukan propos&alk. Berkaitan,dengan waktu
tersebut sulit dimanipulasi oleh oknum yang
ingin  mendapatkan  keuntungan  pribadi.
Sebaliknya kelengkapan lainnya seperti akta
pendirian organisasi, struktur kepengurusan
dan alamat kantor dapat disiapkan dalam waktu
yang singkat. Dengan demikian cara yang

dilakukan Kesbangpolinmas menetapkan
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di |
tur”

| seleks /

organisas masyarakat yang dapat diberikan
dana bantuan sosial sangat objektif.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Tata
Usaha Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya
dapat diketahui bahwa:

“bentuk-bentuk organisasi masyarakat
yang dapat diberikan bantuan sosial adalah
organisas masyarakat yang mengajukan
proposal dan telah memenuhi syarat-syarat
yang dikeluarkan pemerintah daerah

_ karena untuk mencapai hasil dan tujuan
~“bantuan sosial.”
Berkenaaﬁ"de(]gan syarat yang harus
dipenuhi-oleh organisaSismasyarakat bukanlah
iy,
suatu upaya pemerintah "'dgerah untuk
\“masyarakat

mendapatkan dana bantuan sosial, tetapi uqtuk

mempersulit organisasi

memberikan kesempatan kepada organisasi

telah memenuhi  prosedur. Banyfik

\persyaratan yang telah ditentukan bukan berarti

k
persyaratan sehingga harus digugurkan dalam

organisas masyarakat tersebut =tidak Jelas
e}(adaannya, tetapi mereka tidak memenuhl

Berdasarkan penjelasan Kasjbpég Tata
Usaha Kantor Kesbangpolinmas K.ubu Raya
dapat diketahuibahwa :

“.caa  Kesbangpelinmas  dapat
mengetahui bentuk organisas sosial yang
mengajukansbanttian sosial adalah melalui

“proposal yang mereka gjukan dan sudah
terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten
Kubu Raya....”
Keputusan Kesbangpolinmas menerima

dan menolak proposal organisasi masyarakat
yang mengagjukan permohonan dana bantuan
sosia selau berdasarkan data autentik. Hal ini
menunjukkan profesionalisme personil  di
mel aksanakan
wewenang dan tanggungjawabnya menjalankan

5
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tugas. Oleh sebab itu organisasi masyarakat
tidak perlu menyalahkan Kesbangpolinmas
apabila proposal permohanan dana bantuan
sosia yang digjukannya ditolak.
Berdasarkan penjelasan kasi Kesbang
Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa :
“..semua organisas sosia yang
mengajukan permohonan bantuan dan
memenuhi kriteria diberikan dana bantuan
sosiad, karena memenuhi syarat dan
perundang-undangan yang berlaku.._.._”_ .
Dengan  menerapkan ,kebij-él;an yang
berpedoman pada pgr.atﬁrgn dan perundangan
menunjukkan I,('mérja kesbangpolinmas yang
profes onal—dé;l dapat dipercaya. Oleh sebab itu
kesbqngﬁolinmas jangan berupaya “mencari
pgluéng dan celah untuk bekerjasama dengan
'-rganisasi masyarakat agar dapat memperoleh

qana bantuan sosial karena akan merusak citra

-

.h_a?usmgmiliki alasan yang kuat, objektif dan

mengetahui  kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan organisasi masyarakat tersebut.
Adanya wewenang Kesbangpolinmas
untuk memberikan dana bantuan sosia yang
tidak sesuai dengan pengajuan proposal harus
berdasarkan kondisi riil dan pertimbangan yang
akurat sehingga tidak semua proposal yang
disetujui harus dipangkas/dikurangi dari jumlah

permohonan. Dalam hal ini Kesbangpolinmas

rasional s;aﬁihggq jika organisasi masyarakat

meminta penjelas%'ﬁ‘--ghapat dipertanggung

jawabkan. N
Dana bantuan sosial  dipergunakan
organisas  masyarakat . untuk  berbagai

kepentingan sosial. Kegiatan-kegiatan sa'snal

__tersebut ‘sangat membantu masyarakat untuk

meringankan biaya yang harus dikeluark

kesbangpohnmas dimata organisasi masyarakaf 1oleh suatu keluarga. Misalnya kegiatan sunat!;\n

yapg tidak lulus seleks atau yang belum

bantQan sosial.

massal jika suatu keluarga ingin melakganakan

rupiah. Demikian

mendapat kesempatan untuk mendapatkan)fTan a khitanan dapat menghabiskan b!aya
uM

B'erdasarkan penjelasan kasi Kesbang
Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa:

,...permohonan dana bantuan- sosial
dari Organisas masyarakat yang sudah

diseleksiy tidak mutlake dipenuhi  sesuai
dengan ‘“permohonan. ‘Akan ' tetapi
disesuaikan™, dengan besar  kecilnya

organisasi serta=mempertimbangkan dana
yang tersedia setiap tahunnya =

Suatu  hal  yang

kesbangpolinmas tidak memberikan dana

wagjar  apabila
bantuan sosial sesuai permohonan/proposal
yang digjukan. Mengingat dana bantuan sosial
yang disediakan dalam satu tahun anggaran
terbatas. Pada sisi lain, kesbangpolinmas dapat

mengadakan pengecekan ke lapangan untuk
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juga dengan
rumah 'Jbadah

tentunya akan memerlukan biaya yar:g'g besar.

pembangunan atau renovasi

Jika_mengharapkan donatur atau g‘meangan
masyarakat tentunya memerl ukar.r'Waktu yang
lama. Oleh sebab' itu adanya’dana bantuan

sosial dari pemerintah da_emtféngat membantu

masyarakat:

Agar dana bantuan sosial yang diberikan
kepada organisas masyarakat benar-benar
memberikan manfaat bagi masyarakat sudah
melakukan

pengawasan ke lapangan. Hal ini tentunya

selayaknya  Kesbangpolinmas

bukan untuk mendikte atau mencurigai

organisas sosial tersebut berbuat curang tetapi
sebagai sadlah satu

tugas dan fungs
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Keshangpolinmas. Pada sis lain, adanya
pengawasan dari keshangpolinmas harus
diskapi secara postif oleh organisasi
masyarakat sebagai bentuk kerjasama antara
pemerintah  daerah  dengan  organisasi
masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tidak hanya melakukan

pengawasan dan peninjauan di lokasi kegiatan

K eshangpolinmas

—

tetapi perlu meneliti kelengkapan adml-msfraé
dan SPJ organisasi mawaralgat-tér'éébut sebagai
dokumen untuk__.-"*#pﬂ)ertanggungjawaban
Kesbangpolinmas" krepada jéjaaran atasannya.
Hal A dipahahi

masyaﬁal;at agar tidak berprasangka, negatif

ini oleh organisas
te_[hédap Keshangpolinmas, akan tetapi dengan
kesadaran
qdmi nistrasi Keshangpolinmas.

senuh mendukung®,  proses

m Berdasarkan penjelasan salah satu keturi\
orgamsas masyarakat daoat diketahui bahwa

“sikap ting

‘K eshangpolinmas terhadap organ
sosial yang sudah mendapatkan "dana
bantuan sosial tetapi tidak melaksanakan
keg

J

iatannya sesuai dengan proposal akan
diambil tindakan, kalau perlu dananya
diminta kembalikan ke kas umum daerah
melalui,rekening.”

Sikap teb@ Keshangpolinmas  terhadap
organisas masyér.ak_qt‘ yang telah menerima
dana bantuan sosial tetapi tidak*Mmelaksanakan
kegiatannya merupakan suatu hal yang positif.
Hal disebabkan

merupakan lembaga

ini K eshangpolinmas
penanggungjawab
pengalokasian dana bantuan sosial dari
pemerintah daerah. Dengan demikian apabila
ada organisasi masyarakat yang telah menerima
tersebut  tidak

dana  bantuan  sosial

Abdul Kadir
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melaksanakan kegiatannya tentu administrasi

K eshangpolinmas akan mengalami masalah,
Berdasarkan penjelasan salah satu ketua

organisasi masyarakat dapat diketahui bahwa:

“tanggungjawab organisasi
masyarakat yang sudah mendapatkan dana
bantuan sosial kepada Kesbangpolinmas
dengan cara menyampaikan SPJ akhir
penggunaan dana yang telah diterima. Hal
ini dilakukan untuk menjaga tertibnya
penggunaan dana bantuan sosial”.
Penyampaian SPJ kepada
Kes;bangpolinrﬁésq[eh organisasi masyarakat
yang menerima dana b%\'nw:_:\n sosid merupakan

iy,
hal yang mutlak. Hal ini berkaitan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belgﬁj-a Daerah
(APBD) sehingga penggunaan dananya r_r{esti
jelas. Dengan demikian «Kesbangpolinmas

~dapat menginvetarisir penggunaan dana yarlg

.—.sudah dialokasikan.

" | Pada sis lain, penyampa|an SPJ kepéda

K&sbangpolmmas bertujuan untuk menjaga
ter bnya penggunaan dana bantuan sosal
Sepértn diketahui dana bantuan sosial di hmbll
dari APBD. Jka penggunaan dananya tidak
bermanfaat bagi masyarakat Iamq.‘tentunya
tujuan pemberian dana bantuan Pt')'sial tidak
berhasil. Secara administrasi K&_st’iangpolinmas
tidak dapat membuat Iaporan"'kepada atasan
untuk memper_:t_agggungj‘a\'/‘\"/ab penggunaan

bantuan sosial tersebu.

2. Prosedur Pendistribusian Dana Bantuan
Sosial Bagi Organisasi Masyarakat Non
Vertikal

Pemerintah daerah menyalurkan dana

bantuan sosial selalu mengacu pada prosedur
yang jelas sehingga pekerjaan tersebut dapat
dilaksanakan secara sistematis. Oleh sebab itu

dalam melaksanakan pendistribusian dana
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bantuan sosial kepada organisas masyarakat Pada hakekatnya setiap kantor mempunyai
non  vertika Kesbangpolinmas  selalu  aturan dan prosedur yang jelas sehingga
berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang personil pegawai melaksanakan tugas dan
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah fungs memiliki acuan dan pedoman jelas.
Kabupaten Kubu Raya, balk dalam Meskipun terdapat hal-hal yang dapat ditolerir
penseleksian organisass masyarakat yang tetapi tidak bertolak belakang dengan substansi
mengajukan proposal maupun dalam ha aturan atau prosedur. Demikian juga dalam
pendistribusian dana bantuan sosial tersebut. mendistribusikan dana bantuan sosial untuk

Berdasarkan penjelasan Kasubbag organisass masyarakat. Oleh sebab itu
Keuangan Kantor Kesbangpolinmg@,--Kth'.Kéd:)arugolinmas mendistribuskan  dana
Raya dapat diketahui bahw:? o > o bantuan sc‘)éi’al‘ “melalui rekening bank kepada

“prosedur _.-'d’.;n pendistribusian  organisas mawaral?ér-m_grupakan bagian dari
pemberian dana bantuan rsosial rkepada
organisasisMasyarakat yaitu setelah setelah .
proposdl dari _ organisas masyarakat Secara implisit, - prosedur “smerupakan
dISdU]UI untuk diberikan dana: bantuan b
sosial selanjutnya dana tersebut ditransfer \
“ke rekening bank organisasi, masyarakat melaksanakan pekerjaannya. . Dapat dikatékan
/" yang bersangkutan.” '
* - —

’ Pendistribusian dana bantuan = sosial yang kurang jelas tentunya mereka

prosedur pendistribusian da'nLaAantuan sosial.
pengawas langsung bagi pegawai
_demikian apabila pegawai menemukan hal-hal

Iangsung ditransfer melalui rekening bank oIeII1 1mempe|ajar| prosedur yang telah dltetaokah

K@bangpohnmas kepada organl Sebahknya jika pegawal menyalahi prosedur

masyarakat mengungkapkan bahwa E m a dapat dikatakan pegawai tersebut tlldak
us( 1

]
mendapatkan dana bantuan sosial tidak atuhi arahan dan petunjuk pengawas. Hal

memtlferi imbalan  kepada personil di J ini dapat berdampak pada kekdiru?h dan
K esbangpolinmas. Hal ini harus disikapi bahwa  kekacauan sistem administrasi kantp'r yang
KeSbangf)qunmas sangat menjaga keamanan  akhirnya.dapat menyeret pegawai te[.éebut pada

dana yang "hg:\rus diberikan kepada organisasi  tindakan penyimpangan. J
masyarakat. ; Berdasarkan ‘penjelasan ,.-Kasi Keshang

\

Berdasarkan . _pfnjdamn Kasubbag Kantor Bupati Kubu_@ayd' dapat diketahui
Keuangan Kantor Kesbangpolinmas Kubu.. bahvag

Raya dapat diketahui bahwa : “kendala yang dihadapi
Keshangpolinmas dalam melaksanakan
pendistribusian pemberian dana bantuan
sosid kepada organisasi masyarakat
sampal saat ini tidak ada kendalanya. Hal
ini disebabkan semua persyaratan sudah
dipenuhi organisas masyarakat tersebut
terutama berkaitan dengan rekening
organisasi.”

“Keshangpolinmas harus
menggunakan prosedur dalam
pendistribusian dana bantuan sosial kepada
organisass masyarakat karena untuk
mencapai hasil dan tujuan dana bantuan
sosid. Dikemudian hari tidak terdapat
pemberian jasa (uang/barang) dalam
bantuan tersebut”.

Abdul Kadir 8
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Tidak kendala dalam

mendistribusikan dana bantuan sosia tidak

adanya

berarti pegawai kantor Kesbangpolinmas sudah
selesai dari kegiatan pendistribusian. Hal ini
disebabkan Keshangpolinmas harus menginput
kembali
organisas masyarakat dalam penggunaan dana
bantuan sosial. Oleh sebab itu pendistribusian

laporan pertanggungjawaban dari

dana bantuan sosial merupakan awal dari cikal
bakal masalah
kesbangpolinmas. .

-

Laporan pertan_gguﬁéj awaban organisasi

-

.tfdal<-ber_[nasalah dalam satu minggu urusannya

administrasi_.=tari

masyarakat terhad’ap penggunaan dana bantuan
sosial merupékan tahap, akhir dari pemberian
dana #'bantuan - sesial  sehingga . selama

K__&d-aangpolinmas belum menerima Iaporan

'éngkao atas‘penggunaan dananya tidak dapat

qlkatakan tidak ada kendala Oleh sebab |tu

tidak ada kendala dalam pendistribusian danri\ ‘daoat diketahui bahwa :

m@rupakan permulaan kerjasama yang balk

antara kesbangpolinmas dengan orgal

masy.arakat. ( 1

B"erdasarkan
Keuangan Kantor
Raya dap?qt‘ diketahui bahwa :

penjelasan Kasubbag

Kesbangpolinmas  Kubu

“lama  waktu _yang ~ diberikan
kesbangpelinmas  kepada organisasi
masyarakaty_ untuk mengambil = dana

bantuan sosial, sekallgus menyelesaikan
administasi kantor “tidakelgbih dari satu
bulan pada tahun anggaran berjalan”.

Pada umumnya setiagp lembaga baik

pemerintah  maupun swasta mempunyai
dalam ha  waktu

menyelesaikan suatu kegiatan. Tidak terkecuali

prosedur  tersendiri
dalam program pendistribusian dana bantuan.
Demikian hanya kantor kesbangpolinmas

dalam mendistribusikan dana bantuan sosid

Abdul Kadir
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kepada organisasi masyarakat. Ada tenggang
waktu satu bulan dalam tahun anggaran
berjalan untuk menyelesaikan administrasi dan
pengambilan dana bantuan sosia yang
diberikan Kesbangpolinmas merupakan waktu
yang cukup panjang.

Tolerans waktu satu bulan dalam tahun
anggaran berjalan merupakan hal yang wajar

karena jika organisasi masyarakat tersebut

sudah da;)a't"-di_s\eleﬁikan. Sebaliknya jika
organisas mawara‘liér-tghermasalah dan tidak
mengurusnya dengan serilfs“wa}ktu satu bulan
tersebut merupakan waktu yang Singkat. Jika
hal ini terjadi bukanlah kesalahan atauw, sikap
arogans kesbangpolinmas. \".J_
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan
oleh salah satu ketua organisas masyarak
|
|
“kewajiban-kewajiban yang harus
-rdlpenuhl organisasi masyarakat set¢|ah
menerima bantuan dana sosid yaitu
menyampaj kan SPJ pertanggungjawaban.
“Daam menyampaikan SPJ  seringkali
organisasi masyarakat tersebut teflambat
menyampaikannya sehingga t|da\k jarang
Kesbangpolinmas  mengirimkan  surat
pemberitahuan agar organisasi jmasyarakat
tersebut untuk menyelesaikannya.”

terjadi  bagi
setiap organiaas!_ masyarakat yang menerima
adalah  laporan
Kelalain ini

Kelaaian yang seringlgal'i'
dana " bantuan  sosial
pertanggungjawaban.
sesungguhnya  dapat  disebabkan  rincian
penggunaan dana yang tidak pas, kwitansi-
kwintansi perbelajaan yang lengkap maupun
anggota organisasi yang ditugaskan menyusun
laporan kurang koorporatif karena masalah

insentif.
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Kegiatan sosial pada dasarnya tidak
berorientasi pada keuntungan karena bertujuan
sosial, akan tetapi harus diakui jika tidak ada
insentif bagi anggota organisasi yang terlibat
dalam kegiatannya tentu urusan administrasi
hambatan. Seperti kita ketahui

pekerjaan sosial akan dilakukan seseorang

mengalami

apabila orang tersebut memiliki waktu luang.
Oleh sebab itu agar semua berjalan lancar

s

dalam kegiatan sosial dana operasional* “harus
dipertimbangkan sehlngga bel'dampak pada
citraorganisasi. _.-'

Pada sis Iam' organisasi masyarakat perlu
mempertimb'a-r:gkan kebutuhan riil  untuk
kegia}an fyang akan dilaksanakan sehingga jika
bgﬁa-rnya permohonan dana bantuan "sosial
T engal ami
rpasyarakat masih dapat melaksanakan dengan
baik. Apabila hal ini terjadi organlsaﬁ
mqsyarakat tidak perlu mendeskndltkan
ke@angpolmmas atau berpandangan
kesl;angpolinmas atau pemerintah daerahbl
adil.

Ber‘dasarkan penjelasan Kasubbag Tata
Usaha qutor Keshangpolinmas Kubu Raya
dapat diketahui bahwa

“pro§e§ dan pendistribusian pemberian
dana bantuan sosial kepada organisas
masyarakat . dilakukan oleh
Kesbangpolinmas secara’ transparant=Hal
ini dapat dilihat dari penyaluran dananya
langsung ke rekening Bank organisasi
masyarakat yang telah  ditetapkan
menerima dana bantuan sosial”.

dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat

Transparansi pemerintah
dalam hal apa pun merupakan faktor yang
penting apabila citra pemerintah di mata

masyarakat tidak ingin dianggap buruk. Lebih

Abdul Kadir
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pengurangan maka ‘organisasi___

lagi dalam masalah uang merupakan hal yang
paing sensitif. Dapat menimbulkan berbagai
praduga yang negatif. Demikian pula dalam
mendistribusikan dana bantuan sosial.
Pendistribusian dana bantuan sosial secara
transparan oleh memberikan citra positif bagi
kesbangpolinmas  di mata  organisasi
masyarakat. Fenomenaini dapat menyempitkan
ruang penyimpangan dari berbagai oknum yang
.tfdal<-.beftanggung jawab. Selain itu akan
bermanfaat "bagi

untuk mdaksanakgﬁ‘--tggas dan fungsinya

_ personil  kesbangpolinmas

secarajujur dan bersih. %,

PENUTUP
1. Simpulan \'-,_
Berdasarkan hasil analisis yang dilakuk
terhadap data penelitian guna mengungkap dj:
qmenj awab pertanyaan-pertanyaan penelitian
yang berhubungan dengan impl emen'ﬂas
jakan pemberian dana bantuan sosia 0leh
SjED Kesbangpolinmas di Kabupaten | Kubu
Raya dapat disimpulkan sebagai beri kut §
Organisasi  masyarakat yang- dapat
disetujui-~menerima - dana bantuar_x-:sosial di
kabupaten Kubu Raya adalz?j‘-ir organisasi
yang
perundang-undangan _ dane éllarat-warat yang
tetahvelitetZpkan pemerintah daerah Kubu Raya.
Ketentuan tersebut antara lain : sudah terdaftar

masyarakat memgﬁhhi kriteria

di Kantor Kesbangpolinmas selama 3 tahun,
memiliki struktur kepengurusan dan alamat
kantor yang jelas serta memiliki akta pendirian
organisas (berbadan hukum).

Prosedur

bantuan sosial bagi organisasi masyarakat non

dan pendistrubusian dana

vertikal di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan
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peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan
daerah melalui

K eshangpolinmas untuk mendistribusikan dana

pemerintah kantor
bantuan sosial langsung melalui rekening bank
organisasi masyarakat yang proposalnya sudah
disetujui tidk ada kendala

dananya semua

sehingga
pengambilan apabila
persyaratan sudah dipenuhi oleh organisas
yang Proses  akhir

penerimaan dana bantuan  sosial_.apdbila

besangkutan. dari

-

organisasi masyarakat yang_.suHa'ﬁ menerima
menyampaikan Iaogrrm"#pi)ertanggungj awaban
secara tertulis k,erfa(ia kantor, K eshangpolinmas
dengan bukﬁ:fbukti fisk penggunaan dananya

Jika tidak dipatuhi akan diberikan sanksi tidak
boleh mengajukan proposal dana bantuan sosial
satu  tahun Untuk
menguatkan komitmen bersamaini perlu dibuat
oleh
organisas masyarakat.

selama anggaran.

surat  pernyataan masi ng-masing

Pola seperti ini
bertujuan untuk mendisiplinkan organisasi
masyarakat dalam hal administrasi sehingga
dalam pengajuan proposal mereka sudah siap

‘méngikui
K esbangpolifimas.
o ““-

-,

DAFTAR PUSTAKA
oy

aturan main yang ditetapkan

dan petugas - Kesbangpolinmas . sudah Ermaya, Suradinata, 1993. Kebijaksanaan
4 iy Pembangunan dan Pelaksanaan Otonpm|
Tplakukan peninjauan ke lapangan, Daerah, Bandung: Ramédan.
2. Saran ~——islamy Irfan. M. 2000. Prinsip-Prinsip
Perumusan Kebuaksanaan

|
|

memperhatikan hal yang paling mendesak d

i
organisas masyarakat di kecamatan yaniiarl.tl l

meﬂgaj ukan permohonan dana bantuan

J|ka perlu Kesbangpolinmas menghlmbau
kecamétan yang tidak memiliki —organisasi
masyarakgt untuk mendirikan organisasi
masyarak&'._ sesuai  ketentuan- yang berlaku
sehingga jil;'a‘ membutuhkan'  dana - bantuan
socia untuk Izep?ntingan masyarakat dapat
mengajukan bantuar* sosial... berdasarkan
proposal.

Hendaknya pada saat pendistribusian dana
bantuan sosial untuk organisasi masyarakat
kesbangpolinmas telah memberikan petunjuk
dan pengarahan mengenai proses penyelesaian
administrasi yang berkenaan dengan laporan
pertanggungjawaban dan bukti fisk lainnya

dan batas waktu penyelesaian administrasi.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang
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Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 43 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang
Kesgjahteraan Sosial.
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